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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: 

pemenuhan hak konsumen dan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha klinik 

kecantikan berdasarkan pasal 4 dan pasal 7  Undang-Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal  52 Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta pasal 35 Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, belum dilaksanakan 

secara maksimal oleh klinik kecantikan. Dalam hal penyelesaian sengketa 

khususnya jalur non-litigasi yang dapat dilaksanakan oleh klinik kecantikan 

secara mandiri belum seluruhnya memiliki fasilitas ini dalam berpraktik. 

Konflik yang timbul dari adanya kerugian yang dialami pasien klinik 

kecantikan di Kota Surakarta diselesaikan dengan memberikan konsultasi dan 

treatment lain untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Pemberian 

konsultasi ini bukan sebagai konsekuensi atas kerugian pasien, namun 

merupakan langkah standar yang diberlakukan untuk semua pasien, lama atau 

pun baru yang hendak melakukan perawatan di klinik tersebut. Treatment 

yang diberikan oleh dokter kepada pasien tersebut tidak gratis, pasien tetap 

dibebankan untuk membayar normal sesuai tarif yang berlaku standar yang 

diberlakukan pada pasien umumnya.Hal ini belum sesuai dengan Pasal 7 huruf 

f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di 

mana dalam menyelesaikan konflik tersebut berdasarkan Pasal 45 
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UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 dapat diselesaikan melalui Jalur litigasi 

dan nonlitigasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Jalur 

non litigasi melalui kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) yang melakukan mediasi antara pasien dan dokter klinik kecantikan di 

Semarang untuk membuat kesepakatan terkait kerugian yang dialami pasien 

klinik kecantikan. Hal ini berdasarkan Pasal 47 UndangUndang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jika jalur non litigasi dianggap 

tidak berhasil maka dapat ditempuh jalur litigasi oleh pihak yang bersengketa. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memiliki saran sebagai 

berikut: 

1. Pelaku usaha klinik kecantikan lebih peduli mengenai hak konsumen, 

dengan cara memberikan informasi secara detail dan jelas mengenai segala 

hal berkaitan dengan konsumen dan klinik kecantikan dalam bentuk 

perjanjian. 

2. Konsumen sebagai pengguna jasa yang memiliki resiko lebih besar untuk 

mengalami kerugian lebih baik memperhatikan segala informasi berkaitan 

dengan hak, kewajiban, serta detail prosedur dalam melaksanakan 

perawatan di klinik kecantikan. 
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